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Apakah hak dan kewajiban itu ?
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Roman sejarah karya S. Takdir Alisjahbana

Muncul  pertanyaan, apakah  dengan
mengakui hak-hak manusia berarti menolak
masyarakat? Mengakui hak manusia tidak
sama dengan menolak masyarakat atau
mengganti masyarakat itu dengan suatu
kumpulan individu tanpa hubungan satu
sama lain. Yang ditolak dengan menerima
hak-hak manusia adalah totaliterisme, yakni
pandangan bahwa negara mempunyai kuasa
absolut terhadap warganya. Paham ini
sempat dianut oleh negara Fasis Jerman
dibawah Hitler dan Italia dibawah Musolini, di
mana negara mempunyai kuasa absolut
terhadap seluruh warga negaranya, serta
Jepang pada masa Teno Heika, yang
menempatkan Kaisar sebagai pemilik kuasa
absolut terhadap rakyatnya (Alisjahbana,

1978).




Guna merealisasikan kewajiban warga
negara, negara mengeluarkan berbagal
kebijakan dan peraturan yang mengikat
warga negara dan menjadi kewajiban warga
negara untuk memenuhinya. Salah satu
contoh kewajiban warga negara terpenting
saat ini adalah kewajiban membayar pajak
(Pasal 23 A, UUD 1945).
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Apa simpulan Anda tentang rumusan dalam pasal-pasal UUD NRI
1945 yang berisi aturan dasar tentang hak dan kewajiban? Benarkan
bangsa Indonesia mengakui adanya harmoni antara hak dan
kewajiban?




Sumber Hak dan Kewajiban negara

dengan warga negara

1) Sumber Historis

Secara historis perjuangan menegakkan hak
asasi manusia terjadi di dunia Barat (Eropa).
Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada
abad ke-17, yang pertama kali merumuskan
adanya hak alamiah (natural rights) yang
melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas
hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba Anda
pelajari lebih jauh ihwal kontribusi John Locke
terhadap perkembangan demokrasi dan hak
asasi manusia.




2) Sumber Sosiologis

Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat
memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi
kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis.
Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan
pandai berbasa-basi sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencad;,
pendendam, perang antar kampung dan suku dengantingkat kekejaman yang
sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak -anak kita yang masih duduk di
bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat
memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan
secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem
budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi
pasca reformasi sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental
yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita
(Wirutomo, 2001).



3) Sumber Politis

Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara
Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era
reformasi. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan
reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen
bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkan Anda butir-butir yang
menjadi tuntutan reformasi itu?



Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan

Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

1) Aturan Dasar lhwal Pendidikan dan Kebudayaan, Serta IImu Pengetahuan dan
Teknologi.

2) Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

3) Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara

4) Aturan Dasar lhwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia



Praktik Kewarganegaraan g

Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam UUD NRI
Tahun 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undang-undang.
Misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat
dalam Pasal 31 dijabarkan lagi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi. Dalam undang-undang tersebut umumnya dijabarkan lagi
hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur. Secara berkelompok
carilah sebuah undang-undang sebagai pelaksanaan dari salah satu pasal dalam
UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak dan kewajiban. Identifiksi apa sajakah hak
dan kewajiban negara dan warga negara menurut undang-undang tersebut.
Adakah keseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban? Apa simpulan
Anda mengenai hal tersebut




